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EKNIS PENGENDALIAN PELAKSANAAN
AMAN MODAL KOTA PALU TAHUN 2019

WALI KOTA PALU,

bahwa dalam rangka mengoptimalkan
penyelenggaraan kegiatan penanaman modal di
daerah, perlu dilakukan pengendalian pelaksanaan
penanaman modal;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Tim Teknis
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran s
Negara  Republik Indonesia Nomor 5587) g
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2011 tentang Perubahan
- Menteri Dalam Negeri Non
tentang Pedoman Pengelolaan Ke

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahi
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah K
Nomor 6) sebagaimana telah diubah
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah |
6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Penge
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota
Palu Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahu
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Pintu (Lembaran Daerah Kota Palu
10,Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nom
10); '

. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10
tentang Pembentukan dan Susur
Daerah (Lembaran Daerah Kota
Nomor 10, Tambahan Lembaran
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Tim Teknis Pengendalian Pelaksanaan
Modal Kota Palu Tahun 2019 dengan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
Keputusan Wali Kota ini.

Tim Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas :

a. melakukan pemantauan, pembinaan dan
pengawasan serta fasilitasi penanaman modal
terhadap perusahaan penanaman modal dalam
negeri dan penanaman modal asing yang lokasi
kegiatan usahanya di wilayah Kota Palu; '

. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan
dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal
melalui koordinasi dengan instansi teknis dan /
atau instansi terkait; dan

. membuat  laporan kegiatan  pengendalian
pelaksanaan penanaman modal secara berkala dan
disampaikan kepada Wali Kota Palu.

Tim Teknis Pengendalian Pelaksanaan
Modal dalam melaksanakan tugas

Scanned by CamScanner




Scanned by CamScanner



. Sekretaris Dinas Penanaman Modal

: 1. Kepala Bidang Pengendalian Penanaman e

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu 3 ?j -

Modal

2. Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal

3. Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan
Penanaman Modal

4. Kepala Seksi Pemantauan Pelaksanaan
Penanaman Modal

5. Kepala Seksi Perencanaan Potensi Investasi

6.Kepala Seksi Sistem Informasi, Regulasi dan
Evaluasi.

7. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program A

8. Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan ]
Terpadu Satu Pintu 6 (enam) orang. '

WAKIL WAL] KOTA PALUY{,
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